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ABSTRAK 

Penerapan sistem perizinan berbasis risiko merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang 

dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja guna 

meningkatkan kemudahan berusaha dan menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis penerapan perizinan berbasis risiko terhadap asas kepastian hukum dalam 

hukum perdata serta mengkaji akibat hukum terhadap perjanjian perdata yang tidak memenuhi 

ketentuan perizinan berbasis risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sistem perizinan berbasis risiko memberikan kejelasan mengenai jenis 

perizinan yang harus dipenuhi sesuai tingkat risiko kegiatan usaha sehingga mendukung 

terwujudnya kepastian hukum. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan berbasis 

risiko dapat berimplikasi terhadap keabsahan hubungan hukum perdata karena berpotensi tidak 

memenuhi syarat sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Oleh karena itu, penerapan sistem perizinan berbasis risiko memiliki peran 

penting dalam menciptakan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hubungan 

perdata. 

 

 

Kata Kunci: Perizinan Berbasis Risiko, Kepastian Hukum, Hukum Perdata, Perjanjian, Cipta 

Kerja. 
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ABSTRACT 

The implementation of risk-based licensing is one of the legal reforms introduced by the 

Government through Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation to improve the ease of 

doing business and ensure legal certainty. This study aims to analyze the implementation of 

risk-based licensing in relation to the principle of legal certainty in civil law and to examine 

the legal consequences of civil agreements that do not comply with risk-based licensing 

provisions. This research employs a normative legal research method using statutory and 

conceptual approaches. The findings indicate that the risk-based licensing system provides 

clarity regarding the types of licenses required according to the level of business risk, thereby 

supporting legal certainty. Furthermore, non-compliance with risk-based licensing 

requirements may affect the validity of civil legal relationships because it may fail to satisfy the 

lawful cause requirement under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. Therefore, the 

implementation of risk-based licensing plays a significant role in ensuring legal protection and 

legal certainty within civil law relations. 
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